A Pendahuluan £ - &
o mengenai . desa

Pengamran -

sepan_]ang sejarah per_]alanan bancrsa i
: selalu - mengalamis’ __perubahan S(sihih

-ber'ganti) . seakan-akan .~ sedang

. bereksprimenta$i mencari bentuk yang

“cocok - untuk sifat ‘negara - kesatuan.

... Perubahan /masih terus -terasa karena

- pada harizhati ini Rancangan Undang-
Undang /Desa ® sedang - dalam . proses
‘pembahasan. Dengan diawali tekanan
dari - para  demonstran  Rancangan
Undang-Undang Desa - pada akhimya
_berhasil masuk dalam daftar Program
Legislasi Nasional (Prolegnas), namun
proses pembeniukan - Rancangan
- Undang-Undang ternyata tidak  sesuai
dengan prioritasnya. Semula diprioritas-
kan Rancangan Undang-Undang Desa
- akan dibahas pada tahun 2010, hingga
kini belum" terselesaikan. Hal - yang
menarik dar sisi pengaturan desa adalah
adanya ketidakjelasan konsep desa yang
akan diatur. Seolah-olah bangsa ini baru
berdiri, sehingga tidakungin belajar dari
kondisi kesejarahan desawPara Pendiri
Negara sesungguhnya sudah meémikirkan
tentang desa sama dengan ketika
memikirkan membentuk negara
Indonesia merdeka. Tampaknya apa
yang dipikirkan oleh pendiri bangsa ini
sering luput dari pemikiran masa kini.
Mengutip Ali Muhammad Ash
Shalabi bahwa suatu  kaum vyang
melupakan sejarahnya  seperti  anak
pungut yang tidak mengetahui nasibnya.
Bangsa ini perlu belajar dari segala hal
yang telah terjadi, karena sejarah dapat
berulang, dengan berbagai pola. Dengan
kata lain diperlukan pijakan kukuh dari
masa lalu untuk dapat melompat maju ke
depan dengan lebih baik. Ungkapan di

o KED’UB‘GKAN DAN KEWENANGAN DESA
:---:DALAM KERA GKA OTONOMI DAERAH‘
. Oleh Dr' Enny Nurbamngsxhz. i

: Umversuas Gadjah Mada S
]dlan Sosm Justzcza Bulaksumm Yogyakarta_ :

“._atas hanya untuk'mengantarkan agar kita
-~ . tidak ‘mudah_ me]upakan sejar‘lh bahwa
- sejak UUD 1945 dibentukspara Pendiri -~
-:Negara telah . menﬂamdnatk_an bahwa
. -desa: sebagai - daerah - otonom . harus
'-dijabalkan dalam - bentuk = peraturan
i -.pemnd'mmundanoan -dengan. mengakui
. (rekognisi) dan menchormau kedudukan
‘halk-hak istimewa dan susunan asli yanﬂr
;kemudlan disebut desa.

Namun, - jika dilihat .dan per-
kembangan pengaturan yang ada tidak

- secara konsisten menerapkan kehendak
__konstitusi.  Pasca Indonesia merdeka,
- silih berganti regulasi yang mengatur

terkait dengan . desa justru
memperlakukan kedudukan desa pada

.. posisi - yang berbeda-beda. Undang-

Undang Nomeor 19 Tahun 1965 tentang
Desapraja, mendudukkan desa sebagai
Dagrah Tingkat III dengan tata dan
sebutan  Desapraja. =~ Sementara / itu,
berdasarkan Undang-Undang Nemor 5
Tahun 1979 tentang Desa, desa adalah
suatu wilayah yang ditempati sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat
termasuk  di _dalamnya  kesatuan
masyarakat” hukum yang mempunyai
organisasi  pemerintahan  terendah
langsung di bawah camat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Akibat kuatnya garis vertikal,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
bahkan menghilangkan sifat otonomi asli
yang inherent pada desa. Dalam
perspektif  pemerintah Orde Baru,
penyeragaman bentuk desa dipandang
sebagai wujud yang cocok dengan sifat
negara kesatuan.’

Tidak mengherankan pemerintahan
Orde Baru perlu menyeragamkan desa
karena tidak lain desa dapat berfungsi
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bernegara 'yang senftralistik. Sangatlah

tidak mungkin sentralisasi- kekuasaan -
- dapat eksis selama tiga puluh tahun lebih -
~jika tanpa didukung dengan pengelolaan -

- desa yang diseragamkan. Penyeragaman
ini - dinyatakan dengan tegas dalam

" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

¥ j. - sebagai ‘konsekuensi :dari ~sifat Negara
R ‘Kesatuan Republik Indenesia (NKRI).

- Seiring ©  dengan pergeseran

- paradigma sentralisasi ke desentralisasi
0 di era reformasi {1998), pengaturan desa
- pun mengalami perubahan. Seakan tidak
ingin melepaskan  “golden ‘moment”

tersebut, desa yang sejak pemerintahan
Orde Baru (Orba) telah kehilangan
hakikatnya sebagai desa otonom akibat
penyeragaman pengaturan, ingin meraih
kembali otononmu aslinya. Persoalannya
belum ditemukan patron yang tepat
untuk mengatur desa dalam  konteks
otonomi daerah di negara kesatuan pasca
amendemen UUD 1945.

Sekedar melthat kembali bahwa
pada masa  pemerintahan Hindia
Belanda, desa seolah-olah diberikan
keleluasaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 118 jo. Pasal 121 [.5., karena saat
itu tidak dikenaliadanya penyeragaman
baik  istilah  maupun  Komponen-
komponen yang meliputinya.! Nama dan
jenis dari persekutuan masyacrakat asii ini
adalah  Persekutuan  Bumi “wPutera,
sechingga muncul nama “Desa” untuk
persekutuan masyarakat asli di Jawa,
“Marga” di  bekas  Keresidenan
Palembang, “Nagari” di Minangkabau
sedangkan di bekas Keresidenan Bangka
Belitung disebut “Haminte”. Namun
perlu  dicermati bahwa keleluasaan
tersebut  adalah  bentuk  “politik
pembiaran” untuk memudahkan
pemerintah Hindia Belanda
memperdayai desa.

Desa/Marga adalah  masyarakat
hukum adat yang berfungsi sebagai
kesatuan wilayah Pemerintah terdepan

‘dalam’ rangka Pemerintahan Hindia
- Belanda (IGOB Stb. 1938 No. 490 jo.
2681). ' * Bentuk = dan
--pemerintahannya
<ditentukan berdasarkan hukum adat

susunan
dibiarkan untulk

masing-masing daerah.” Bagaimanapun
akan ‘muncul kekhawatiran jika desa
tersehut semakin “kuat, karena campur
tangan negara.

Palam era otonomi daerah vang
seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5) UUD
1945), sudah saatnya  mereposisi
kedudukan desa dalam sistem NKRI
agar sesuai dengan kehendak konstitusi.
Pengaturan atas hal ini haruslah jelas dan
tuntas karena berimplikasi pada aspek
kewenangan, kelembagaan dan keuang-
an. Bagaimanapun desa memegang
peranan penting dalam pembangunan
nasional. Bukan hanya dikarenakan
sebagian besar rakyat Indonesia ber-
tempat tinggal di desa, tetapi desa
memberikan sumbangan besar dalam
menciptakan stabilitas nasional. Dapat
dibayangkan jika = 70.000 desa di
Indonesia berhasil dalam mengelola tata
kehidupannya  sesuai  dengan  hak
otonominya - dengan sendirinya akan
berimplikasi pada peningkatan pem-
bangunan desa yang merupakan bagian
dari rangkaian pembangunan nasional.

Pentingnya memperjelas kedudukan
desa int karena dalamy era reformasi,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
secaras-myata mengakui otonomi desa.
Undang-undang menitikberatkan pada
hak asal-usul dan adat istiadatnya, bukan
berdasarkan penyerahan wewenang dari
Pemerintah. Oleh karena itu dalam
undang-undang, desa  didefinisikan
sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki  kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempat yang
diakui  dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada di daerah kabupaten.
Pengaturan desa dalam Undang-Undang
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'-.-_:-"_.'_'Nomm 22 Tahun 1999 mempakan_- .
- replika pola hubungan dan ke]embaoaan
'pemerintahan kabupaten yang d}benkan_“ _
‘desentralisasi. utuh tanpa hubunvan__':'.-:
;'_:y'..:_;'_'hieraxkz dengan satuan pemeuntahan:_"
. yang lebih . linggi. Segala- sesuatu . .
- berakhir di forum parlemen. = Desas=
- tampaknya - d1perlakukan samag dencran__-_--___
. hal Vitu dengan memposisikan Badan
g Pe_rwakiian Desa (BPD) seolah parlemen
" desa. Namun - Kewenangan - untuk -
_rmengfltur dan mengurus terganjal karena
-+ curusan . cyange akan o diatur - harus
: - dxdesentrahsamkan oleh kabupaten. |

Undang -Undang Nomor 32 Tahun

o ;2004 . tentang - Pemerintahan .- .Daerah

sebagai | pengganti - Undang-Undang
. Nomor | 22 .Tahun 1999, ‘kembali
- menempatkan desa dalam suatu undang-
undang. Pengaturannya kemudian di-

. tindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
-Pengaturan  mengenai Desa  yang
. terdapat 'dalam Bab X1 Undang-Undang
‘Nomor 32 Tahun 2004 memang dirasa
lebih  baik - dibandingkan  dengan
pengaturan ', dalam  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, namun dalam
pelaksanaannya, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 memunculkan
masalah,® karena ‘belum secara jelas
mengatur tata kewenangan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga
Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi
dan otonomi Iuas yang dianut oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
otonomi berhenti di kabupaten/kota.
Pengaturan  lebih jauh tentang desa
dilakukan oleh kabupaten/kota, sehingga
kewenangan desa hanya merupakan
kewenangan  kabupaten/kota  yang
didelegasikan. Pendelegasian ini tidaklah
berjalan lancar karena masih banyak
desa  yang hingga kini  belum
mendapatkan pendelegasian kewenangan
dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Keberadaan sebuah desa seharusnya
mampu  mengarah  pada  upaya

pelwujudan kesejahteraan masyarakat— S
. nya: dengan - menvembanokan segala -
:+ sumber daya yang chnnhkz beldasark'ln_ i
;_:asal~usul ‘dan - pengakuan . serta- peng~ . -
. “hormatan. atas nilai-nilai. adat istiadat, =~
' namun _ dalam - praktik tidak terealisasi. .
Faktanya, perangkat. desa lebih memilih =~
untuk:  mendahuiukan ‘nrusan-urusan o
. _.f{._ipemenmahan “yang" dlkalegonkan RS
-~ - sebagal urgsan-urusan. Kabupaten/Kota
;-'g'-;:ya_ng _diserabkan - kepad_a 2w desa
: “ pengaturannya .. . dan/_at__au 2 -9 ;tugas
. pembantuan . dari - Pemerintah Pusat,
. Pemezintah - Provinsi * dan - Pemerintah
~ Kabuopaten/Kota. - Pilihan . ini diambil,
. karena jika tidak, Alokasi Dana Desa
(ADD) atau dana-dana lain yang sah dari
Pemerintah, tidak akan turun. Segala
_kegiatan - - pemerintahan -~ yang
.dilaksanakan di desa tersebut tidak dapat
sepenthnya diklaim sebagai kewenangan
desa, Desa seolah-olah berwenang atau

mempunyal otoritas, padahal hanya

-menjalankan tugas-tugas di atasnya yang

didelegasikan kepada mereka. Ini adalah
beatuk strategi untuk melemahkan
kedndukan  desa- yang selama ini
memiliki-— -otonomi _asli -~ dengan
memberikan © kewenangan . sisa <vang
terbatas pada desa.

Desa lebih memprioritaskan
penyelenggaraan urusan odari  “atas”,
dengan menelantarkan aturan-aturan
adatnya. Sebagai‘contoh beberapa desa
divedaerah  perbatasan Indonesia -
Malaysia di  Kalimantan tiba-tiba
berubah menjadi megaproyek
perkebunan sawit, tanpa masyarakat
mendapatkan informasi sebelumnya.
Padahal  keberadaan  proyek  itu
mengubah lahan dan mematikan sumber
penghidupan mereka di desa itu.
Kalaupun masyarakat dilibatkan di
perkebunan sawit tersebut, tetapi bukan
pada jenis pekerjaan yang dikuasai,
sehingga mereka hanya akan menjadi
tenaga kerja berketerampilan rendah.
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- diterbitkan  dalam = Tangka mengatasi

1 “implikasi ‘negatif " dari Undang-Undang
- Nomor-22 Tahun 1999. Hal ini terlihat

~dari data Program - Legislasi «Nasional
- (Prolegnas) tahun, 2005 bahwa Undang-

. ‘Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut
*termasuk ~ yang # perlu - diperbaiki
- ~bersamaan - ¢ dengan® -~ ‘masa
©pemberlakuannya. . 'Sangatlah  ‘mem-
pribatinkan Kkehidupan ketatanegaraan
- jika undang-undang yang melingkupi
- penyelenggaraan  pemerintahan daerah
- timbul silih berganti tanpa kejelasan
_desain. Saat ini Pemerintah bermaksud
~membentuk Undang-Undang Desa. Pem-
berian kewenangan kepada desa hendak-

" nya bernataskan prinsip  peagakuan

(recognition). Konsekuensi dari peng-
akuan atas otonomi desa adalah desa
berhak mengatur dan mengurus desanya
sendirl berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat {self-governing
community).,. Oleh  Karena itu, sudah
saatnya mengembalikan poros pem-
bangunan ke desa dengan memperjelas
kedudukan dan kewenangan desa dalam
rangka otonomi dagrah yang seluas-
luasnya.

Dinamika Masalah Seputar Keduduk-
an dan Kewenangan Desa

Pembahasan pada bagian ini akan
menggunakan pendekatan historis dan
perkembangannya agar dapat ditarik
suatu  kesimpulan yang mendekati
gagasan para pendiri negara.

Dalam pembahasan inater1 pen-
distribusian kekuasaan, para Pendin
Negara (Founding Fathers) ternyata
cukup intensif membahas mengenai
desa. Pada wakw Sidang BPUPKI
tanggal 11 Juli 1945, Moh. Yamin
mengatakan  bahwa  pemerintahan
tersusun menjadi pemerintahan atasan,

SR Undang—Undang Nomor 32 Tahun n
-+ 2004 merupakan -undang-undang yang
- sejak i awal - kelahirannya bersifat -

- tengahan ° dan  bawahan, = Yamin ..
“:menghendaki ~ hanya“' - ada  dua
- susunan/tingkatan - pemerintahan daerah
% oyaitu * pemerintahan - tengahan  yang
* disebut  pemerintahan - ' daerah’  dan
- pemerintahan bawahan, yang terdiri dari -
* desa dan-kesatuan masyarakat hukum
~yang - sejenis - dengan . desa.  Desa
- merupakan pemerintah “paling bawah.
- Desa, nagari, marga lainnya dikehendaki
- tetap nenjadl kaki penguat pemerintah
‘Republik Indonesia. Ditegaskannya lagi

bahwa = desa merupakan “kaki
pemerintahan yang bagian bawah”.
Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil
Perancang UUD bahkan mengingatkan
bahwa kepada daerah-daerah keeil yang
mempunyai  susunan  asli  (volks-
gemeinschaften) seperti desa di Jawa,
nagari di  Minangkabau, Huta di
Tapanuli, Kampong di Aceh, dan
mempunyat susunan rakyat, hendaknya
dihormati - dan diperhatikan susunan
as}inya.8 Dalam persidangan berikutnya
terdapat ~ perkembangan  pemukiran
Supomo terkait dengan desa Kketika
membahas materi pemerintahan daerah,
bahwa ‘pemerintah daerah tersusun
dalam daerah besar yang dicerminkan
oleh zelfbesturende landschappen, dan
daerah kecil. Daerah kecil adalah desa
dan susunan pemerintahan”asli lainnya
setingkat desa. Untwk memperjelas
perfingkatan _suSunan  pemerintahan
disebutkan ada 3 tingkatan yaitu tingkat
atas  (provinsi), tingkat tengah
{gemeente, regentschap), dan tingkat
rendah (desa atau sejenisnya). Dalam
penjelasan Pasal 18 UUD 1945 materi
tersebut semakin jelas karena dibuat oleh
Supomo bahwa “Daerah Indonesia akan
dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah
provinsi akan dibagi pula dalam daerah
yang lebih kecil”. Dengan demikian
akan  terbuka  peluang  menyusun
pemerintahan daerah dalam tiga level.
Konsep pengaturan desa dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
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" sebagai ' pelaksana pertama “Pasal . 18_;_'
-+ UUD. 1945, dibuat -hampir mendekati -
S _':_ﬁ'_-pem;kzran Supomo pada tahap awal. Ada -
.. tiga  tingkatan pemerintahan Cyaitu.o

- Provinsl, }Labupaten/ixota ‘dan . desa.

'f}'_:;'Kawedanan “dan  kecamatan  tetap -
_”----'..dlpertahankan Desa diletakkan sebacrzn
3 '-“'_'bqozan mteﬁral susunan ‘pemeriniahan
i megara. Hal Lyang membed'lkan 3

~;dengan - masa pemenntahan Hmdm

'Belanda, - yang - nlemposw_l_}\_an __desa

~-sebagal pranata pemerintaban asli tetapi

Rh diletakkan di-luar struktur pemerintahan.

Ini adalah idé politik “pembiaran” agar

8 ‘desa semakin miskin alias tidak diurus.
- Padahal desa memiliki kedudukan yang

-sangat strategis yakni sebagai . sendi
- negara. Jika sendi ini kuat dan dinamis
- maka negara akan mengalami kemajuan.
“Berbeda dengan kepentingan penjajah
- yang menginginkan desa statis, sehingga
-perlu “dibiarkan hidup dengan hukum
sadatnya | sendiri. Negara tidak perlu
berbuat ‘sesuatu. Padahal desa tidak
-mempunyal kemampuan fiskal yang

- memadai untuk membiayai
penyelenggaraan urusan rumah
fangganya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 menghendaki otonomi desa dapat
menjadi  tumpuany, penyelenggaraan
pemerintahan  daerah, “schingga perlu
pembaharuan pemerintahan ‘desa dengan
memperkuat kedudukan desa. Untuk itu
diperlukan penggabungan beberapa desa
agar dapat semakin  memperkuat
pengembangan potensi desa. Dalam
perkembangannya yang terjadi justra
desa banyak dimekarkan schingga
menjadi semakin tidak mampu mengatur
dan mengurus rumah tangganya.

Amat disayangkan gagasan pem-
baharuan desa yang  dikehendaki
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
tidak terealisasi karena adanya benturan
dengan regulasi pemerintahan Hindia
Belanda yang masih tetap dipertahankan,
yaitu Inlandse Gemeente QOrdonantie

.._..(IGO) untuk Iawa dan Madum dflll':_'. :
Inlandse. Gemeente -Ordonantie. voor. =

‘Buiten - Gewesten (IGOB) ‘untuk  luar .
: _"Jawa—Madura ‘Padahal - kedua  konsep
- produk . hukum'  ini berbeda Produk
* ‘hukum - kolonial - hendak membiarkan
=.'::desa dengan L.eashannya Membimkan R
P sekali lagi bukan™ berarti memberikan
.-_::fg:fotonomz meiamkan desa tidak " peﬂu'
.o+ diurus oleh negara, sehmg antidak perlu
“ada pengaturan ‘mengenai desa ‘semua
- “diserahkan pada aturan adatnya ‘Dengan
kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
~wyangerbatas sangat sulit bagi desa adat

uniuk . berkembang.  Dengan  cara

“demikian akan mudah dan efektif bagi

pemerintahan = Hindia Belanda untuk

‘memperdayai rakyat desa.

Perkembangan berikutnya, setelah
proses  transformasi - negara federal
menjadi “negara © kesatuan kembali,
UUDS 1950 untuk sementara waktu
dijadikan landasan konstitusional
ketatanegaraan di Indonesia. Pengaturan
mengenal pemerintahan daerah lebih
menunjukkan  corak  kemandirian/
kebebasan dengan menekankan pada
prinsip otonomi seluas-luasnya. Wilayah
Republik Indonesia dibagi dalam daerah
besar dan kecil, yang berhak mengurus
rumah tangganya sendiri dengan tiga
tingkat yang bersifat hiefarkis, yaitu
Daerah tingkat ke I, Daérah tingkat ke 11
(termasuk  Kotapraja), dan Daerah
tingkat"ke TII yang merupakan kesatuan
masyarakat yang paling rendah (desa).

Dalam memori penjelasan angka 2
undang-undang  disebutkan  bahwa
“dalam membentuk Daerah tingkat III
sejauh  mungkin  didasarkan  pada
kesatuan masyarakat hukum yang sudah
ada dan hidup dalam masyarakat
Indonesia, karena dengan jalan ini
otonomi daerah akan kuat dan
bermanfaat bagi rakyat”. Hendaknya
dihindari membentuk daerah otonom
tingkat I dengan cara bikin-bikinan
vaitu dengan cara membentuk wilayah
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e -admmmtmhf di- bawah kabupdien tanpa

'memperﬂmban gkan . “kesatuan

: 'masyarakat hukum adat yang ada -dan

0 hidup. - ‘Daerah Otonom ngkat I

i_-lersebut tidak akan kuat. .

" Undang-undang - membenkan ‘arah
' 'bﬂhW'i desa d}_]ad_lkan daerah Otononi

;._-;Tmokdt II; - bukan © hanya.s ‘sebagai
.. kesatnan masyalakat hukum adat yang

‘diakui negara. ‘Pembentukan - daerah
. -.otonom . ini - harug’ berbasis - kesatuan
- masyarakat hukum yang sudah ada dan
~masth - terpelihara, - sehingga daerah
~otonom menjadi kuat karena ada faktor
pengikat yang turun temurun.'®
Ada atau tidak kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum-adat sebagai dasar
bekerja untuk menyusun tingkat otonomi
1tu, maka harus disadari bahwa urusan
otonormi  tidak “congruent” . dengan
urusan hukum adat. Apabila kesatuan
masyarakat hukum adat dijadikan satu
daerah otonomi atau dimasukkan ke
dalam ‘suatu daerah otonomi, tidak
berarti bahwa tugas-tugas kepala-kKepala
adat dengan sendirinya terhapus. Aspek
yang mungkin terhapus hanya segi-segi
hukum adat yang bercorak
ketatanegaraan,, Kesanggupan melihat
perbedaan antara etonomi dan kekuasaan
adat adalah suatu syarat penting untuk
menjamin hidupnya otenomi itu secara
memuaskan, karena rakyat masih
terkungkung dalam sistem hukuwm_adat
it
Oleh karena itu, sangat sulit

menciptakan satu kesatuan otonomi
dalam pengertian tingkat III, sehingga
yang terjadi baru pada level memberikan
otonomi secara formal kepada kabupaten
di bawah Provinsi. Selanjutnya dibentuk
wilayah administratif dalam kabupaten
untuk kemudian dijadikan kesatuan yang
berotonomi. Dengan melihat kondisi
yang berkembang maka untuk sementara
wakta dibentuk dua tingkat daerah
terlebih dahulu.

T‘itkala beﬂaku kembali UUD 1945, =
e _Pemeuntah menerbitkan ‘Undang- ">
- Undang, Nomcn 19 Tahun-1965 tentang - - -
- Desapraja. . Undang-undang ini tidak
. dimaksudkan = mengatur desa tetapi .
-sebagai undang-undang transisi untuk ..
_percepatam:.. . pembentukan Daerah -
Otonom Tingkat ikyang diawali dengan =
pembentukan desapraja yang merupakan .

egabungan kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum yang 'ada dijadikan desapraja
dengan ‘wilayah = seluas kecamatan.
Dengan terbagi habis wilayah Indonesia
dalam . daerah-daerah otonomi maka
berarti di bawah Daerah Tingkat HI tidak
ada lagi daerah Ilain, seclain daecrah
administrasi. Oleh karenanya Desapraja
menurut  undang-undang ini tidaklah
berada di dalam dan tidak menjadi
bawahan Daerah tingkat III. Sesuai
dengan penjelasan Pasal 18 UUD 1945,
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
yang disebutkan sebagai “volksgemeens-
chappen” seperti Desa di Jawa dan Bali,
Nagarn di Minangkabau, Dusun dan
Marga di Palembang dan sebagainya itu
tercakup dalam pengertian Pasal 18
tersebut. —Int -berarti bahwa kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum ito harus
mendapat  tempat  dalam < sistem
pemerintahan Daerah. Dengan’demikian
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu
mempunyai hak untuksmengurus rumah
tangganya seadiri sebagai bawaan
sejarahnya. D1 bawah Daerah Tingkat II1
hanya akan ada daerah administrasi
belaka, maka adalah wajar kalau
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
itulah yang seharusnya ditingkatkan
menjadi Daerah Tingkat II, sehingga
pada akhirnya Daerah Tingkat III inilah
yang menggantikan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum, sesuai dengan
pedoman pelaksanaan Ketetapan
MPRSNo. IIVMPRS/1960, huruf S. 392
No. 1 angka 4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1965 digunakan sekaligus sebagai alat

ahun




L -_-'.1ev01usi Pemermtah menghendakl ada-' :

ok _'11ya jaminan tata kelola desa’ ‘yang Jebih

_'--_-‘-:dmamm dan beldaya olna dalam 'rangka .

“ ';“ﬁ-_':_'mengemb'm ‘amanat: Revoiusx Nasional -~

~*yang - Demokratis dan ' Pembangunan
.- Nasional Semesta, sesuai dengan isi.dan

- <jiwa “Manifesto . Politik “sebagai - Garigs=

- garis Besar Haluan Negara dan pedoman

_fpe}aksanaannya yantT telah dlperkuat

: -__--_.:.;'._dengan : Ketetapan “ MPRS.
- UMPRS/1960 dan No. I/MPRS/I 960
.- tentang - - 'Garis-garis  “Besar . Pola

- Pembangunan & ‘Nasional - Semesta
© Berencana Tabapan Pertama 1961-1969.
" Penekanan pengaturan ‘desapraja -yang
sedemilian imi dikarenakan warga desa
merupakan pejuang—pe}uang tangguh
pada masa revolusi.

- Hak/ dan kewajiban desapraja
sebagai | bentuk peralihan menjadi

“Daerah Tingkat I adalah mengatur dan

- mengurus  rumah tangga = daerahnya

dengan hak otonomi. Untuk itu kepada

desapraja dilekatkan kewenangan:

1. Segala tugas kewenangan yang telah
ada berdasarkan hukum adat™ atau
peraturan , perundang-undangan - dan
peraturan-peraturan  daerah  atasan
yang berlaku  sepanjang  tidak
bertentangan dengan undang-undang
ini tetap menjadi . kewenangan
Desapraja. Kewenangan Desapraja
i dapat diubah, dikurangi atau
ditambah tergantung peraturam, yang
lebih tinggi sekaligus dalam rangka
mempersiapkan  menjadi  daerah
tingkat II1.

2. Desapraja  dapat  melaksanakan
sebagian atau seluruh urusan tertentu
yang didelegasikan oleh daerah
tingkat II. Penyerahan urusan rumah-
tangga tersebut harus disertai dengan
alat-alat dan sumber keuangan yang
diperlukan.

3. Melaksanakan tugas pembantuan dari
instansi-instansi Pemerintah
atasannya  dengan  memberikan
pertanggungan-jawab  atas  tugas

'-='.__berwenanc .

i pembantu&n k@pada msians:i y&hg A
- Pembiayaan ~ atas
<+ pelaksanaan - tuvas pembantuan ini oo
__'_ﬁ-d;bebankan pada yang membeukan SR
' .'.bantuan o Lo
“Daerah ngkat III pdda keny'ltam
-._-_-f'f’belum ‘dapat. terbentuk secara’ efektif,
:;karem pemeuntahan Orde Baru melaku—
3 -'_-_:kan peninjauan telhadﬂp semua produk
© hukum masa pemerintahan Orde Lama
: :.(Oﬂa) untuk disesnaikan dencan jiwa
odan -isi-UUD 1945, Undang-Undang
~~“Nemor 19 Tahun 1965 termasuk produk
_iyang. dipandang ' tidak - sesuai ‘dengan
“perkembangan kebijakan * Orde :"Bam.
2 Kondisi - pemerintahan desa = banyak
dipengaruhi- oleh produk peninggalan
Kkolonial (IGG dan IGOB) sehingga

pengaturan desa tidak seragam dan
kurang memberikan dorongan - kepada
masyarakalt  untuk tumbuh dinamis.
Akibat corak: yang beragam tersebut
maka masing-masing daerah memiliki
cui-cirisendiri - yang akan menjadi
penghambat upaya pembinaan dan
pengendalian intensif untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam - rangka mewujudkan  tertib
hukum dan kepastian hukum
pengelolaan pemerinfahan daerah agar
berjalan _ linier dengan  Kebijakan
pembangunan yang dirvmuskan dalam
GBHN  ditetapkan _UIndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974  tentang
Pemenmtahan di  Daerah. Undang-
undang ini  hanya mengatur dua
susunan/tingkatan pemerintahan daerah
Daerah Tingkat (DT) I dan DT II. Untuk
susunan pemerintahan yang lebih rendah
(desa) diatur dalam undang-undang
tersendiri  (Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1979) yang juga sebagai
pelaksanaan GBHN. Pengaturan ter-
sendiri ini sejatinya tidak sesuai dengan
gagasan pendiri negara yang hendak
menjadikan  desa  sebagai  kaki
penyanggah pemerintahan Indonesia.
UubD 1945 menghendaki agar
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- .pemerintahan . “desa ‘menjadi - bagian
.. integral - pemerintahan - daerah, bukan .

_.sebafrm sesuatil yang: terpisah. ‘Alasan

- separasi penwatumn ‘desa dalam undang- =

undang tersendm adalah: . - :
~oMHak o menye}enggar'ﬂmn mmah
: _'-;.'t_angga: desa -bukaniah hak -otononii.
e Pengembangan - . -olonomi .« tetap
- dimungkinkan sesuai. kendisi pOhElk
- ‘ekonomi, sosial dan peﬂahanan serta
keamanan nasional”.

-+ Pengintegrasian pemermtahdn desa
. ~dalam . susunan pemerintahan - daerah
. dianggap sebagai amanat Pasal 18 UUD
- 1945, Desa adalah salah satu bentuk
pemerintahan - tingkat daerah yang
.mempunyai hak-hak asal usul yang
bersifat | istimewa. Dengan demikian
susunan  pemerintahan tingkat daerah
tidak boleh terpisah dari susunan
pemeriniahan  desa, karena  akan
melemabkan pembangunan  nasional.
Jika kebijakan sebelumnya berkehendak
memperkuat dan menggabungkan desa,
maka dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 lebih cenderung memecah-
mecah desa melalui pemekaran demi
subsidi desa. Pemekaran 1 justru
semakin mempetkecil potensi desa.
Sebagaimana dikemukakan di atas
kedudukan desa sebagai kaki
pemerintahan di bagian bawah, tidak
mungkin ditiadakan. Justru desa harus
dikembalikan agar menjadiw, satuan
integral  dalam struktur pemerintahan
daerah. Untuk memperkuat otonomi
daerah maka desa harus diperbaharui,
sehingga mampu menanggung beban
otonomi  secara baik. Kebijakan yang
dapat mendukung harapan ini, kala itu
adalah pengorganisasian teritorial desa
dengan mengurangi kewenangan camai.
Dalam  undang-undang ini  justru
kewenangan camat sebagai bagian dari
wakil pemerintah pusat diperkuat (local
state government), sedangkan otonomi
desa dipangkas karena yang dikembang-
kan hanya desa sebagai wilayah

- administratif dengan tugas menjalankan .
- program-program. atasan,- sebagaimana - -

~hal . ini - terbaca - dalam . -pengertian " -
.'-pemenntahan desa ‘‘suatu wilayah yang i

:_'_;d_lte_mpdtl_ oleh sejumlah * penduduk - -
. sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
sdalamnya. kesatuan masyarakat hukum o
 yang mempunyaiwerganisasi pemerintah-

an terendah langsung 'di bawah Camat

 dan berhak menyelenggarakan rumah
- tangganya sendiri dalam ikatan Negara
‘Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 terjadi penyeragaman nama,
bentuk, susunan, kedudukan pemerintah-
an desa dan ketentuan adat istiadat yang
masih berlaku. Hal ini diperjelas dalam
konsideran menimbang Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1979: “sesuai dengan
sifat  Negara = Kesatuan  Republik
indonesia maka kedudukan
pemerintahan  Desa sejauh  mungkin
diseragamkan, dengan mengindahkan
keragaman keadaan Desa dan ketentuan
adat istiadat yang masih berlaku untuk
memperkuat pemerintahan  desa agar
makin mampu menggerakkan
masyarakat dalam partisipasinya dalam
pembangunan dan _menyelenggarakan
administrasi desa yang makin dmeluas
dan efektf”. Akibatnya kesatuan
pemerintahan desa misalaya ‘“‘marga”
dibubarkan/dihapus beserta perangkat-
perangkatnya. _Selanjutnya  dibentuk
pemerintahan  desa  yang  lingkup
wilayahnya (ambsgebied) meliputi eks
dusun lama yang ada di bawah marga.
Semua ini awalnya dimaksudkan untuk
mewujudkan Demokrasi Pancasila dan
rakyat dapat menyalurkan aspirasinya
melalui Lembaga Musyawarah Desa
(LMD). Kebijakan ini merupakan
rangkaian dari politik memperkuat sendi
pemerintahan yang sentralistik.

Kewenangan desa tidak secara
spesifik diatur dalam uvndang-undang
tetapi dilekatkan pada Kepala Desa
sebagai bagian dari kepanjangan tangan
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it atasannya o

'pengatulan mengenai desa pun menjadi

-salah satu agenda yang memerlukan .

pembaharuan. Pembaharuan seperti apa
yang cocok untuk sistem NKRI? Pada

masa pemerintahan Orde Baru, Undang— E
Undang Nomor 5 Tahun 1974 dam =~

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
dianggap sebagai produk hukum yang
cocok dengan jiwa dan isi UUD 1945.
Namun ‘tatkala reformasi bergulir
undang-undang ini dipandang - ber-
tentangan dengan isi dan jiwa UUD
1945. Dengan ‘masih mendasarkan pada
landasan konstitusional yang sama
terjadi perbedaan tafsir yang luar biasa
atas Pasal 1§ UUD "1945. Semua 1
memberi gambaran kepada'publik betapa
konstitusi hanya diposisikan “sebagai
nilai semantik, yang dapat dimainkan
sesual kehendak penguasa.

Kelompok reformis menyatakan
bahwa UUD 1945 sebagai landasan
yang kuat untuk menyelenggarakan
otonomi dengan memberikan
kewenangan vyang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah. Hal
ini yang kemudian dituangkan dalam
Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR
/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan. Tap MPR ini pula

o Pelaksanaan kewenangan_::-":
'_"'}.-_'_'.tersebut harus dapat d1pertan6gung~___'f._'__'.:,-
- jawabkan secara vertikal -yaitu kepada -
" pejabat yang mengangkatnya (Camat), = -
- sedangkan kepada LMD yang notabene . -
S '-_deanggap .sebagai lembagd penyalur W
- aspirasi masyarakat hanya mendapatkan "

- ssecara proforma keterangan pelaksanaan -
 “wewenang  kepala  desa.s LMD tidak
- memiliki - fungsi . untuk memiaz,_l'
o pelaksanaan tugas af wewenang kepala'_:'_ DRI
- desa. -Semua . ini’ mempakan cerminan
o dan politik . sentralisasi. yang- memusat S

" pada . eksekusif yang - anu penﬂawasan

houzonta} _ : -

" Sejalan dengan tuntutan reformas;, S e

yanc menjadi landasan te;.bltnya B
'__--Undang—Undang Nemo;. 22 Tabun 1999+
~dengan pokok-pokok plkna.n sebaoal__ C
_'benkut A Seni
a Slstem ketatanecalaan Indonesxa Wajlb__'. L
~ menjalankan -  prinsip - pembagmn SERE
““kewenangan berdasalk'm asas.
:dekonsentlam w.dan desentrahsas1 o
--f-daiam kelangka NKRI A
o :Daeldh .yang - dlbentuk berdasarlxan

4sas . desentrahsam dan dekonsentrasi

:.;'_"adalah Daerah Provmsz sedangkan
© i daerah - yang dlbentuk berdasarkan

i -asas__des_en_ﬂahsam “adalabh  Daerah
Kabupaten/Kota. Daerah yang di-
bentuk *dengan asas desentralisasi

~_berwenang untuk menentukan dan

' _meiaksanakan kebijakan atas prakarsa
sendirl beldasarkan aspirasi
~masyarakat; '

- ¢. Pembagian daerah di luar Daerah

Provinsi dibagi habis ke dalam
Daerah Otonom. Dengan demikian,
Wilayah Adminisirasi yang berada
dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat
dijadikan ~ Daerah  Otonom  atau
dihapus;
d. Kecamatan diubah menjadi perangkat
Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 terjadi proses
perubahan  sistem  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang membalikan
prinsip penyeragaman menjadi
keberagaman  dengan  menguatkan
otonomi daerah. Hal ini berimplikasi
pada pengaturan mengenai desa. Desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum
memiliki kewenangan wvntuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan hak asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di dalam Kabupaten, dengan
pengertian tersebut sangat jelas bahwa
undang-undang ini memberikan dasar
menuju self governing community yaitu
suatu komunitas yang mengatur dirinya
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-sendm Harapannya dencran Otonoml

-:i’desa Yang kuat akan mempengaruhi : ddelah

Untuk mewuludkan self govemmg commumty pengaturan mengenai desa dilandasi

:':..:-f 'oleh pnnsap

| Prinsip- Penyelen saraan pemenntahan
Keanckaragaman - - Istilah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondm sosial budaya
Do : - masyarakat setempat, seperti Nagari, Negeri, Kampung, Pekon, Lembang,
_~Pamusungan, Huta, Borl, atau Marga.
e Ada penghormatan pada sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan
budaya masyarakat setempat, dengan tetap mengindahkan sistem nilai
: bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
| Partisipasi mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar merasa memiliki dan turug

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagaj
BCsAMmMa warga desa.

Otonomi Asli

e Kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-
nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.

» Kewenangan diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan
modern,

Demokratisasi mampu mengakomodast aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi
melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan Ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan prinsip tersebut Untuk  itu, Kepala Desa dengan

ditentukan ‘pagar pembatas pengaturan

“desa:

persetujuan BPD

~secara mgmﬁkdn pelwuwdan otonomi

mempunyat

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

merupakan subsistemn dari sistemn
penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Desa memiliki kewenangan
untuk  mengatur  dam, mengurus
kepentingan masyarakatnyamKepala
Desa bertanggung jawab kepada BPD
dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas tersebut kepada
Bupati.

. BPD berfungsi sebagai Ilembaga
legislasi dan pengawasan dalam hal
pelaksanaan Peraturan Desa,
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

. Desa dapat melakukan perbuatan
hukum, baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan,
harta benda, dan bangunan serta dapat
dituntut dan menuntut di pengadilan.

wewenang untuk melakukan perbuat-
an hukum dan mengadakan perjanjian
yang saling menguntungkan.

. Di desa dapat dibentuk ~lembaga

kemasyarakatan Desa lainnya sesuai
dengan kebutuhan .desa. Lembaga
dimaksud merupakan mitra
Pememntah  Desa dalam  rangka
pemberdayaan  masyarakat  desa.
Dengan dipertegasnya desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan
mengurus  kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan sosial budaya masyarakat
setempat, berarti terbuka peluang
untuk tumbuh dan berkembangnya
lembaga-lembaga  kemasyarakatan
sesuai kebutuhan dan kondisi sosial
budaya setempat. Lembaga-lembaga
kemasyarakatan dimaksud merupakan
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e _;-_.sztra dan Pemenntahan Desa dalam_- Sl
- rangka pemberdayaan masyarakat.
3. 'Desa ‘memiliki  sumber - pembxayaan_

o belupa pendapatan - desa, “bantuan -

~'Pemerintah dan Pemenntah Daerah,

- pendapatan . lain-lain . yang = sah,

~ .7 sumbangan - plhak ketida' $ fﬂdan.-

' 'f'pmjdman desa

N ':_Sejaian dengan prinsip penyeienggaraan
_-pemerintahan desa. di atas kepada desa .
oo dibert kewenangan :

B berdasarkan hak asai-usul Desa yang
. sudah ada; -
a2 -berda_szukan - "pendelega_smn dari
peraturarl  perundang-perundangan
yang berlaku ‘vang belum dilaksana-
kan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
3. Tugas = Pembantuan vyang = harus
disertai dengan pembiayaan, sarana
dan prasarana, serta sumber daya
© manusia. '
" Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengatur-
an Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
didesain mengikuti pola yang berlaku
pada pemeriniahan “atasannya” (Pemda
Kabupaten), "sebagaimana terlihat dari
pengaturan kelembagaan, kewenangan,
dan pertanggungjawabannya. - Secara
formal desa disebut,sebagai bagian dari
pemeriniahan  kabupaten. Hanya saja
keleluasaan yang diberikan kepada
daerah tanpa proses transisi ersebut
pada akhirnya menimbulkan ekses:
Urusan yang merupakan otonomi asli
yang harusnya dikembangkan untuk
mendinamisasi kehidupan masyarakat,
tidak terealisasi karena terkendala
dengan peraturan pelaksanaan (Perda)
yang tidak dengan cepat dibentuk.

DPRD dan Bupati lebih
berkonsentrasi menikmati buah
kebebasan otonomi daerah, sehingga
membuat  kebijakan  (Perda) vyang
berorientasi pada kepentingan mereka
terlebih dahulu. Perda terkait dengan

?desa banyak yanfr terbengkalai Pada
i _.__.'akhlmya pemerintah - desa ‘menjalankan .-
- urusan .administrasi; tanpa menogah lagi =
. urusan_ otonomi asli - yang munﬁkm s
_'__:'.:'_suddh terk1k13 akibat penyeragaman,
-+ Undang-Undang ‘Nomor 22 Tahun =
1999 belum terlaksana - sudah - diganti -+
- dengan Undang»Undang Nomor. 32 . .
. Tahun 2004 tentang Pemegnt_ahan
s Daerah yang merupakan undang-undang
~pertama yang dibentuk untuk melaksana-
~ kan. perubahan Pasal 18 UUD., 1945.
-~ Dalam . paparan ini - perly  dipahami

terlebih dahulu materi yang chkandung

- dalam perubahan tersebut.
- Pasal 18 R -
1) Negara Kesatuan - Republik

. Indonesia dibagi atas daerah-daerah
. provinsi dan  daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan Kkota,
yang ftiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunya
pemerintahan - daerah, yang diatur
dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan  daerah  provinsi,
daerah  kabupaten, dan Kkota
mengatur dan mengurus  sendiri
urusan pemerintahan menurat asas
otonomi dan tugas pembantuan,

(3) Pemerintahan = daerah  provinsi,
daerah . kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerab vyang anggota-anggotanya
dipilih melaluipemilihan umum.

(4). Gubermar, Bupati dan Walikota
masing-masing  sebagai  Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan
otonomi  seluas-lnasnya, kecuali
urusan  pemerintahan  yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.

{6) Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan  lain  untuk
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meiaksanakan otonom:l dan tuvas

pembantuan : S
: 'i_(7) Susunan i-d_an tata . cara
penye]enggaiaan pemermtahan

: - ‘daerah diatur dalam undang»undan 2.
"=Ist11ah yang dwunakan ‘dalam Pasal 18

' :=-":_3'.adalah “dibagi atas” untuk memperjclas

menfrenal_ NKRI.yang  kedaulatan
negaranya ‘berada di . tangan ' pusat.

'+ Perubahan Pasal .48 ayat (1)

“dimaksudkan uatuk - memperjelas
- pembagian daerah dalam NKRI yang
‘meliputi ‘daerah provinsi dan dalam
‘daerah  provinsi - terdapat  daerah
kabupaten dan kota. Penegasan asas
otonomi dan tugas pembantuan dalam
penyelenggaraan wurusan pemerintahan
untuk memberikan keleluasaan  bagi
daerah 'agar dapat mengembangkan
urusan Sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi serta karakteristiknya.

Selanjutnya Pasal 18A  mengatur
mengenai hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah:

(1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota
atau antara, provinsi dan kabupaten
dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan  memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuwangany, pelayanan
umum, pemanfatan sumber, daya
alam dan sumber daya lainnya
antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

Ketentnan Pasal 18 ayat (1) terkait

dengan Pasal 4 ayat (1) bahwa dalam

mengatur dan mengurus sendirl urusan
pemerintahannya  harus  mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden
selaku pemegang kekuasaan pemerintah-
an. Sementara itu ayat (2) dimaksudkan
agar penyelenggaraan pemerintahan
daerah tetap menjamin prinsip keadilan

© dan - “keselarasan, ' ‘sehingga - urusan

- pemanfaatan -sumberdaya harus diatur
- .secara proporsional dengan memperhati-
“kan kondisi - ~daerah Jlain yang tidak

memilikinya. -
Perubahan UUD 1945 mengakui

dan ‘menghormati satuan pemerintahan

daerah vang DBessifat khusus dan

kesatuan masyarakat hukum adat seperti

yang dituangkan dalam Pasal | 8B:

(1) Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa  yang  diatur  dengan
undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum © adat  serta  hak-hak
tradisionalnya = sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan per-
kembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur  dalam
undang-undang.

Dengan melihat begitu banyak masalah

yang dibahas terkait dengan pemerintah-

an daerah sebagai ekses dari berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,

pembahasan mengenai desa tidak cakup

intensit dilakukan, pada waktu’ pem-
bahasan Pasal 13 UUD 1945 Hal
penting vang dapat ditangkap dari proses
pembahasan tersebut bahwa ketentuan
ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung
keberadaan berbagai pemerintahan yang
bersifat khusus (DKI Jakarta, Aceh,
DIY), dan yang bersifat istimewa yaitu
pemerintahan ash (desa). Istilah desa
tidak dicantumkan dalam konstitusi
karena dalam kenyataan digunakan
istilah yang beragam.” Oleh karena itu
digunakan istilah  kesatvan-kesatuan
masyarakat hukum adat. Dalam proses
pembahasan disadari bahwa selama ini
desa “ada” tetapt tidak dikembangkan.

Pengaturan  dalam  Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 hanya dalam

konteks “memelihara” desa tapt tidak
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.:.".'-_:-.f--_"dimaksudkan untuk menoembangkan :_ & _
desa - sehlngga dapat menjadl penguat_'f_:_'_

~ sendi NKRI

'_'."'-_.perubahan UuD. 1945 yang tidak begitu

" jelas mengatur mengenai-desa, diterbit-
“kan . Undang-Undang :Nomor 32 Tahun_ iR

. : ‘masyarakat hukum yan0 menul;k; batas-
~ batas ‘wilayah - yurisdiksi, berwenang
~untuk - mengatur . dan ¢ mengurus
. kepentingan & . masyarakat - setempat

- -berdasarkan/asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan/atau dibentuk

dalam sistemn Pemerintahan Nasional dan
“berada di kabupaten/kota, sebagaimana
- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
.- Landasan ~ pemikiran - dalam
‘pengaturan  mengenai © desa  masih
- mengikuti Undang-Undang Nomor 22
~Tahun 1999 yaiu keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
dan pemberdayaan masyarakat. Selain
desa dapat mengatur dan mengurus
urusan sesuai hak asal usulnya (otonomi
asli), kepada desa melalui pemerintah
desa dapat diberikan penugasan ataupun
pendelegasian dari Pemerintah ataupun
pemerintah daerah untuk melaksanakan
urusan pemerintah  tertentu.  Sedang
terhadap desa di lnar desa gemeologis
yaitu desa yang bersifat administratif
seperti desa yang dibentuk karena
pemekaran ataupun karena transmigrasi
ataupun karena alasan lain yang
warganya pluralistis, majemuk, ataupun
heterogen, maka otonomi desa akan
diberikan kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang mengikuti perkembangan
dari desa itu sendiri.

Undang-undang memposisikan desa
sebagai subsistem pemerintahan
kabupaten/kota. Adapun urusan yang
merupakan kewenangan desa adalah:

a. urusan pememntahan yanfr sudah ada _
“.berdasarkan hak asal- usul desa, e

. i bourosan pemeuntahan yang - menjadl S
Bertolak dau ketentuan hasﬂ_ RO

-r-kewenangan kabupaten/kota 'yang

'_:"'-:'_'Edlselahkan pengatulannya kepada_'-..'.“"‘.'
codesago : -

2 e tugas pembamuan dau Pemenntah

2004, Daiam ketentmn undang—undanw_
oiind desa atau ‘yang’ dlsebut dénganmama .
~ain - dldeﬁmsxkan sebavau kesatuan

_pemerintah o provinsi, .. .dan/atau
-pemerintah - kabupaten/kota “yang

s disertal - dengan pembiayaan, sarana
dan . piasarana serta snmber.-.daya

| manusia;

: d.'-'urusan pemermtdhan lamnya yanfI

oleh , peraturan - perundang-undangan

~ diserabkan kepada desa. -

-+ Pengaturan dalam Undang-Undang
~Nomer 32 Tahun 2004 tidak jauh beda
- dengan konsep ' Orde = Baru. Desa
- ditempatkan - sebagai ¢ . subordinat
“kabupaten/kota - yang tidak berbeda
“dengan kelurahan. Undang-undang ini

tidak mengatur desa sccara rinci karena
pengaturan  tersebut  didelegasikan
kepada ‘kabupaten/kota dalam bentuk
Perda. Kewenangan desa menjadi tidak
ada artinya. Apalagi umusan yang
merupakan pendelegasian dari
kabupaten/kota tidak ada kejelasannya.
Desa tidak dapat langsung mengerjakan
urusan  pemerintahan  sebelum  ada
penyerahan, kecuali jika vrusan tersebut
sejak lama sudah ada dan terlaksana di
desa sebagai bagian dari hak asal usul
desa. Urusan semacam ini sangat minim
adanya karena hak asal usul tersebut, riil
terkikis akibat pelaksanaan
penyeragaman. Banyak daerah yang
sudah tidak menghidupkannya kembali.
Penyerahan kewenangan desa oleh
pemerintah kabupaten/kota diatur lebih
lanjut dalam Permendagri Nomor 30
Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyerahan  Urusan  Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa. Bupati
harus melakukan kajian terlebih dahulu
terkait kapasitas desa dalam
penyelenggaraan urusan tersebut dengan
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. mempertimbangkan . - "aspek o letak o
- geografis, kemampuan ~personel,
L _._'kemampuan ‘keuangan,’ eﬁsxensx dan
. efektivitas, Berdasarkan lnsll kajian dan

- evaluasi diientukan lmgkup urusan yang

o i_'_menjadl kewenangan desa dengan Perda.
.. ‘Banyak -daerah -yang “sampai -sekarang
. menanti -adanya Perda - tersebuts Jadi,

. tidak ‘semua ‘urasan yang.sudah dirinci

. dalam “Lampiran. Permendagri tersebut

otomatis diserabkan ke = desa.
Menariknya dengan posisi desa sebagai
-subsistem - pemerintahan  Kabupaten,
namun format :tata kelembagaan desa
merupakan ‘replika ketentuan yang ada
dalam sebuah sistem pemerintahan
-daerah. /Undang-undang menguatkan
peran dan kedudukan DPRD, temmasuk
produk legislasinya. Hal vang sama pun
diperlakukan untuk pengaturan di tingkat
desa, dengan memperkuat peran BPD
dan prodek hukumnya berupa peraturan

desa (Perdes). Bahkan dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

ditentukan dan diakui secara eksplisit

perdes sebagal salah satu jenis peraturan
perundang-undangan dengan . hierarki
sebagai berikut:

a. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-Undang;

¢. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

huruf e meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh
dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah  kabupaten/kota
dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
dacrah  kabupaten/kota  bersama
bupati/walikota;

¢. Peraturan Desa/peraturan  yang
setingkat, dibuat oleh  badan
perwakilan desa atau nama lainnya

bers*una dencan kepa]a desa Eltau_.'-_:_.__ :

- nama lainnya."?

- Ketentuan lebih 1a113ut mengenai tata
- cara pembuatan Perdes/peraturan yang
- sefingkat. - diatur -~ dengan - Perda

- kabupaten/kota yang bersangkutan. Desa -

aotidakowseita dapat ‘membentuk Perdes
. :karena Perda yang menjadi rujukannya . -
fidak kunjung diterbitkan. Pemerintah -

Kabupaten sangat disibukkan dengan
urusan mereka, akibatnya banyak hal-hal
penting yang 1ingin diatur oleh desa
terbengkalai. Desa lebih banyak hanya
mengurus soal-soal adminitrastif
persuratan daripada substansi otonomi
desanya,  apalagi  mengembangkan
otonomi aslinya.

Dengan  diberlakukan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 terjadi
perubaban kedudukan Perdes yang tidak
secara eksplisit disebutkan sebagai salah
satu jenis peraturan perundang-undangan
dengan hierarkinya. Namun dalam Pasal
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 disebutkan bahwa “Selain jenis
peraturan perundang-undangan di atas
masih dimungkinkan adanya peraturan
perundang-undangan  lainnya . yang
mencakup peraturan - yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan  Rakyaty” Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
IndonesiayMenteri, badan, lembaga, atau
komist yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/
Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat™.

Bertolak pada ketentuan Pasal 8
tersebut dimungkinkan adanya Perdes,
namun peraturan ini baru dapat di-
kategorikan sebagai peraturan per-
undang-undangan dan mempunyai ke-
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o __'-f}__ikuatan hukum menglkat }ﬂ{a d1pemntdh-' o
- kan ‘oleh’ undang undang- atau’ dlbentuk'
_'berdasmkan kewenangan countuk s
__'..--fmenyelenggalakan Curusan - tertentu -
. .pemerintahan.. -Oleh kalenanya dalam

L _-Rancangan Undan0~U11dang Desa tidak o

. boleh dliupakan “untuk menga‘tur.f i

Bt jkewenanoan desa menerbnkan Peratuzan .

--'Desa L e _

C. _Arah Pengétﬁréﬁ 'Desa dz .'Masa
s .Datang (Rekomendasi) :
' ‘Rancangan/ Undang- Unddng Desa

':."yanc saat:ini sedang - dibahas 'di DPR

. banyak menuai badai kritik dan demo.!
Masalah yang mencuat di permukaan
‘terkait Rancangan Undang-Undang Desa
‘belum - | menjawab permasalahan

. mendasar terkait pemerintahan desa, Jika

- pada masa Orde Baru dengan sengaja

diciptakan - Undang-Undang - Desa

- (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979)

adalah dalam rangka untuk

- menghilangkan hak otonominya, agar

dapat dengan mudah menjadi alat

penguasa. Rancangan Undang-Undang

Desa yang dikehendaki saat ini sejatinya

tidak dibentuk untuk mengerdilkan

otonomi desa’, fetapi harus dapat
menjabarkan apa yang dikehendaki oleh
perubahan UUD 1945, Akan sangat
disayangkan jika undang-undang ini
diterbitkan kemudian dinyatakan tidak
berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.

Persoalannya, dalam perubahan UUD

1945 tidak secara eksplisit diatur

mengenai desa, tetapi mengatur kesatuan

masyarakat hukum adat. Berkenaan
dengan hal itu ada poin penting yang
perlu digarishawahi;

I. Rancangan Undang-Undang Desa
dibentuk dalam rangka menjabarkan
Pasal 18B UUD 1945, Ketentuan
Pasal 18B sejatinya tidak dapat
dilepaskan dari bunyi penjelasan
UuUD 1945 dan perkembangan
pembahasan (lihat Risalah Sidang).
Desa adalah salah satu bentuk

f"j.'_';pemermtahan tmvkat daerah ya.ng EER
'”?--_-;mempunyal hak asal “usul. yang
- bersifat. istimewa. Oleh karena 'itu =~
_ﬁ;_-ﬁ-_-'-susunan pemermtahan desa tidak -
0 boleh __lep_as ‘dari - - susunan
. pemerintahan * - daerah, . -bahkan
-j--pemenntahan desa” adaiah “osendi
- negara.” -Sejak awal - terbentuknya
. republik  ini belkemcman untuk
:'méncintegr££31ka11 pemermtahan desa

.dalam - :spsunan ¢ pemerintahan

e daerah Otonoml dititikberatkan, pada
© idesa..dengan  pertimbangan — untuk
. memperkuat - sendi - kehidupan
. bernegara. NKRI tidak mungkin akan

.menjadi - kuat jika tidak ditopang

dengan ‘pemerintahan desa yang
berkapasitas, Pemerintahan kolonial

dengan sengaja merusak °gagasan
: tersebut. Oleh karena itu jika ingin
- kembali kepada apa yang dicita-

citakan pendiri negara maka perlu
dibentuk  pemerintahan desa yang

~modern  yang - memiliki  wilayah

dengan keluasan yang memadai agar
potensi desa dapat berkembang
dengan kejelasan isi rumah tangga
danorgamisasi perangkatnya, sefta
keuangannya. Hal ini mengingat desa
adat yang dibiarkan sejak berlaku
gemeenle.  ordonantie  sebetulnya
sudah tidak hidup lagi apalagi dengan
adanya politik penyeragaman lewat
Undang-Undang” Nomor 5 Tahun
1979 Akibatnya desa yang ada saat
im lebih  merupakan  wilayah
administratif.

. Meskipun desa merupakan subsistem

pemerintahan  daerah  (kabupaten/
kota), tidak dibenarkan jika urusan
vang menjadi kewenangan desa
didesentralisasikan oleh pemerintah
kabupaten/kota. Selama ini pola
penyerahan urusan tidak terealisasi
sehingga desa kehilangan kesempatan
untuk mengatur dan mengurus urusan
rumah tangganya. Dalam Rancangan
Undang-Undang harus  ditegaskan
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" mengenai ' (a) .prinsip - pengakuan
- (rekognisi) [ atas. o urusan-urusan
“pemerintahan -yang ‘sudah dijalankan

berdasarkan hak-hak - tradisionalnya

-yang ‘harus diikuti dengan kejelasan

~‘sumber = pendanaannya; (b)  prinsip
subsidiaritas - desa: -bukan * lagi

-+ -melaksanakan kewenangan siSa dari

*yang sisa. melalui _pendelegasian.
Urusan yang - diselenggarakan oleh

.+ pemerintahan - desa dalam rangka
-...semakin. -~ mendekatkan - pelayanan
. publik kepada rakyat. Dalam tahap

awal jumlah dan jenis urusan tersebut
masih bersifat rinci (ultra vires
doctrine), yang harus diikuti dengan
penataan kapasitas Sumber Daya
Manusia (perangkat). Ke depan desa
dapat = mengembangkan  berbagai
urusan yang menjadi kewenangannya.
. Dalam Rancangan Undang-Undang
Desa, wrusan  yang - menjadi
kewenangan desa dituangkan secara
detailrinet. Perincian ini berpangkal
tolak " pada anggapan bahwa ada
perbedaan antara urusan
pemerintahan daerah dan urusan desa.
Model ini cenderung menerapkan
ajaran  rumah  tangga  material.
Perincian  1mi . terkait  dengan
perbedaan kepentingan yang
diemban. Dalam “hal-hal tertentu
dapat dibedakan karakternurusan yang
menyeluruh terkait dengan
kepentingan  yang lebih  besar,
sehingga ditempatkan sebagai urusan
pusat atau provinsi. Namun dalam
perkembangan sangat banyak urusan
yang memiliki  dimensi  ganda.
Artinya sangat sulit menentukan
secara terinci suatu urusan untuk
dieksplisitkan menjadi urusan
pemerintahan tertentu (apalagi
dieksplisitkan dalam undang-undang)
karena dalam perkembangan dapat
terjadi perubahan dimensi urusan.
Perincian urusan yang sedemikian
rupa dalam Rancangan Undang-

' Undang ~ Desa ~justru. akan ~mem-.
. belenggu ‘kedudukan . desa ‘scbagai i
o local - self government. - Undang-. -
- Undang ~‘Desa - tidak -~ diharapkan

. berlaku hanya untuk jangka waktn
pendek - oleh karena itu pengaturan -
.. rinCianws urusan - dan tata cara
penyerahan sebaiknya diatur dalam @
peraturan  yang ‘wlebih  rendah
(Peraturan Pemerintah), sebagaimana =
juga yang diberlakukan untuk -

pembagian  urusan  pemerintahan
daerah. - Jika terjadi  perubahan
dimensi urusan dapat lebih mudah
disesuaikan, daripada  mengubah
undang-undang.

. Pengaturan pembentukan atau

pemekaran desa tidak diperbolehkan
karena alasan politis. Harus ada
pertimbangan yang matang dengan
memperhatikan tingkat layanan dan
koalitasnya,  jumlah penduduk,
sumber daya manusia, potensi desa
serta’harus meminta persetujuan desa
induk. Isu adanya alokasi dana desa
sebesar Rp 1 miliar per desa, dapat
menjadi pemicu munculnya banyak
desa yang justru akan menggerogoti
desa sebagai sendi penguat NKRI
yang berbasis nilai kebersamaan,
kegotongroyongan  yang®  sudah
dipraktikkan selama ini

. Asas dalam penyelenggaraan

pemerintahansdacrah adalah otonomi
dan-tugas pembantuan (Pasal 18 ayat
(2) UUD 1945). Artinya daerah dapat
mengatur mengurus rumah tangga
daerah dan mengembangkan sesuai
dengan kondisi dan  kebutuhan
daerah.  Dalam  sistem  NKRI
pemerintahan desa  merupakan
subsistem dari pemerintahan daerah
yang juga menganut asas tersebut
sehingga dalam RUU Desa, asas
tersebut  perlu  ditegaskan  agar
semakin memperkuat pengakuan atas
hak asal usul.
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6 Men0h1dupkan - kembali . gagasan -

. .- Daerah Otonom Tingkat I dalam. '

'Rancangan Undang-Undang - Desa - .

g :-=;".dengan Sekahgus merekonstruksl-_"”'

pengaturan pemenntahan daerah " o

~menjadi - agak . tumit - secara

konstitusional karena pengaturan Bab, o« s§

VI tentang = Pemerintahan Daerah =
- dalam perubahan UUDg 1945 sudah

- rigid, hanya -mengenal dua tingkatan = .

daerah - otonom. " yaitu  Pemerintah

Provinsi dan /Kabupaten/kota. Mau .

tidak mau, pengaturan desa menjadi

bagian = (subsistem) pemerintahan -
daerah, /sehingga dalam struktur =

ketatanegaraan berada di bawah
Kabupaten/Kota.

. Perangkat desa diPNSkan bukan
merupakan pemecahan permasalahan
otonomi desa. Usulan pengangkatan
perangkat desa menjadi PNS akan
menyebabkan keragaman desa ter-
kikis. Padahal tiap-tiap desa memiliki
kekhasan, termasuk dalam menentu-
kan nama dan peran perangkat desa.
Perubahan status menjadi PNS juga
dikhawatirkan menghilangkan ikatan
kultural antara perangkat desa dan

masyarakat Untuk menjamm dan '
-+ meningkatkan o
~ perangkat desa leb1h ‘baik  jika .
. perangkat. desw diberi semacam gaji
- ~bulanan dari pos anggaran dana desa
. yang dlalokasxkan ddi‘l APBD. -
: '.f.Keoaoalan _ otonoml “desa teijad1
© karena salah’ satunya dlsebabkan oleh
- :banya_knya pelaturan pelaksanaan dari
- ‘Peraturan  Pemerintah +Nomor 72
. Tahun 2005 yang tidak tercalisasi.
. Pemerintah Kabupaten - tidak :segera

menerbitkan Perda yang dibutuhkan
desa, Pengaturan delegating provisio

 yang lebar sejatinya memberikan

ruang untuk - mendinamisasikan
peraturan tetapi praktiknya = dapat
menjadi pengekang proses
penyelengearaan pemerintahan desa
karena harus menunggu lama, Oleh
karena itu dalam Rancangan Undang-
Undang  materi = pokok  terkait
penyelenggaraan pemerintahan desa
dituntaskan sedangkan regulasi teknis
dengan rambu-rambu yang jelas
didelegasikan ke peraturan yang lebih
rendah (Peraturan Pemerintah)
dengan batas-waktu pembentukannya.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1599 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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- ‘Dosen Hukum Tataneuara dan Ketua Pror:ram Macister Hukum F'ﬂ(ultas Hukum Umvers;tas Gadjah Mada e
- Lihat Konmderan Memmbang Undanc—Undanc Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa bahwa' “Kedudukan .
'-pemarmtahan desa sejauh mungkin dlserdcalnkan dengan menrnnd'lhkan keragaman keadaan desa dan

- “ketentuan adat istiadat “yang ‘masih beriaku untuk ‘memperkuat pemenntahan desa agar makin mampu
menggemkkan masyarakat untuk parti31pas1 cia}am pembanounan dan menye}enggarakan acirmmstras; desa

yang imakin mejuas dan efekef,™ :
Dalam Pasal tersebut dgelaskan bahwa pendudﬁk negem‘ash d]bzarkan di bawah lanosuno dau kepala- -

.~ kepalanya sendiri (pimpinan).«Kemudian pengaturan lebih lanjut tertnang dalam IGOB (Inlandsche
‘Gemeente Ordonantie Bmtengewesten) LN 1538 No 490 yzmcY beliaku sejak 1 Janucuz 1939 § jo. LN 1938
No. 681.

IS (Indische Staarsregelmg) dan IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonanne Buitengewesten) Sth, 1938 No.
490 jo. 681,

Komisi Hukum Nasional, *'Pendapat Komisi Hukum Nasional tentang Rancangan Undang-Undang Desa”,
http://, diakses I8 April 2013,

Tidak dijelaskan apakah pemerintahan tengahan tersebut terletak di Provinsi atau kabupaten/kota.

Lihat Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, Sieuntang Jakarta, 1971, him, 307.

Pemerintah /Kolonial tidak memberikan bantuan ke desa, tetapi justru melakukan pemerasan dengan
memungut ‘upeti. Pembiaran dilakukan agar desa tidak berkembang dan demgan mudah dapat mencari
tenaga kerja murah,

Lihat Hanif Nurcholis, 2004, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta,
him. 215.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahan 1957,

Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

Lihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Buku IV Keknasaan Pemerintahan Negara, Jilid 11, Mahkamah Konstitasi, him. 283.

Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh mateti dalam rangka penyelenggaraan urusan
desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Terakhir demo pada hari Jumat (14/12/2012), Para perangkat desa menuntut: (1) pengesahan Rancangan
Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang, (2) alokasi dana APBN scbesar 10 persen ke desa, (3)
serta perpanjangan masa jabatan kepala desa dari-enam menjadi delapan tahun. Selian itu muncul isu agar
gaji perangkat desa tidak dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Jika tidak dipenuhi mengancam tidak
akan membantu proses pemilihan legistatif dan pilpres 2014 mendatang.
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